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RUU PPMI Disahkan Menjadi Undang- Undang

JAKARTA - Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) mengesahkan
Rancangan Undang-Undang
tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (PPMI) da-
lam Rapat Paripurna DPR men-
jadiundang-undangkemarin.

Keputusan tersebut disetu-
jui semua fraksi di DPR. “Se-
lanjutnya kami menanyakan
kepada seluruh fraksi di DPR,
apakah RUU tentang Perlin-
dungan Pekerja Mijgran Indo-
nesia disetujui untuk disahkan
menjadi undang-undang?” ta-
nya Pimpinan Rapat Paripurna
Taufik Kurniawan kepada se-
luruh peserta rapat paripurna,
lalu dijawab dengan seruan
“setuju”.

Rancangan Undang-
Undang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia ini meru-
pakan RUU yang berupaya me-
ngoreksikelemahan dalam tata
kelola penempatan dan perlin-
dungan pekerja migran Indo-
nesia. Tata kelola yang lebih
memperkuat aspek per-lin-

telah berlangsung yang meru-
gikan pekerjamigran.

Ketua Komisi IX DPR Dede
Yusuf M Efendi menyatakan
dalam RUU ini peran negara
diperkuat untuk melindungi
hak-hak pekerja migran Indo-
nesia. “Karena sudah menjadi
keharusannegarauntukmenja-
min hak, kesempatan, dan
memberikan perlindungan ba-
gisetiapwarganegaratanpadis-
kriminasi untuk memperoleh
pekerjaan dan penghasilan
yang layak, baik di dalam mau-
pundiluarnegerisesuaidengan
keahlian, keterampilan, bakat,
minat, dan kemampuan,” ucap-
nyakemarin dalam sidang pari-
purna.

Dia mengatakan selama ini
penempatan pekerja migran
Indonesia ke negara lain belum
disertai dengan adanya sistem
penempatan dan perlindungan
yang kuat dan menyeluruh.
Aturansebelumnyayangberlaku
belum dapat menjawab per-
masalahan calon ataupun yang

“Kehadiran negara lebih
dominan dibandingkan peran
swasta. Pembahasan ini juga
mengakomodasi perlindungan
hak asasi manusia yang wajib
dijunjung tinggi, dihormati,
dan dijamin penegakannya,”
ujarnya.

Peran. negara dalam per-
lindungan pekerja migranIn-
donesia tertuangdalamkonsep
dasarpada RUUPPMIyangme-
muat tentang peran pemerin-
tah daerah, peran atase ketena-
gakerjaan,jaminansosialuntuk
pekerja migran Indonesia, la-
yananterpadusatuatapbagipe-
kerjamigran Indonesia.

“Selain itu, juga diatur ten-
tang pekerja migran Indonesia,
dapat menjadi pekerja migran
Indonesia perseorangan tanpa
melalui perusahaan atau secara
sendiri, pada organisasi atau
perusahaan yang berbadan hu-
kum diluar negeri. Pembiayaan
yang selama ini membebani ca-
lon pekerja migran Indonesia,
dengan berbagai pungutan dan

Sementara itu, tim pe-
ngawas DPR dari Fraksi PDIP
Rieke Diah Pitaloka menyata-
kanapresiasinyaatasdisahkan-
nya UU PPML. Diaberharap UU
ini bisa membuat kondisi para
pekerjamigranlebihbaiklagi.

“Setelah tidak kurang dati
tujuh tahun proses pemba-has-
an, akhirnya Indonesia mem-
berikan komitmen yang lebih
baik bagi pekerja migran Indo-
nesia, daripada UUsebelumnya
lebih berorientasi pada bisnis
penempatan TKI,” ucapnya di
Gedung DPR.

Menurutnya, UU PPMI ini
menempatkan perlindungan
negara terhadap pekerja mi-
gransebagaiprioritas, sekaligus
merupakan komitmen untuk
menjalankan Konvensi Inter-
nasional mengenai Per-lin-
dungan Hak-Hak Seluruh Pe-
kerja Migran dan Anggota Ke-
luarganya, yang telah diratifi-
kasi oleh Indonesia dalam UU
Nomor 6 Tahun2012.

Terobosan yang sangat pen-
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Sidang paripurna DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlinduhgan Pekerja

Migran Indonesia (PPMI) menjadi undang-undang diJakarta kemarin.

bagi pekerja migran dan ke-
luarganya (Pasal 29), sesuai de-
ngan amanat UU No 40/2004

Jaminan Sosial.
“Dengan demikian, pekerja
migran Indonesia dan keluarga-

jaminan kecelakaan kerja, ja-
minanpensiun, danjaminanke-
matian yang diselenggarakan
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